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Nur Hidayat (B11113060), Tinjauan Kriminologis atas Tindak Pidana 
Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di Kabupaten Kepulauan Selayar 
Tahun 2013-2016) dibawah bimbingan Andi Muhammad Sofyan selaku 
Pembimbing I dan Abd. Asis selaku Pembimbing II. 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab 
terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kabupaten kepulauan 
selayar dan upaya penanggulangan yang dilakuakn aparat hukum dalam 
menangani tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kabupaten kepulauan 
selayar.  
 
Penelitian ini bersifat penelitian lapangan dimana pengumpulan data 
dilakukan dengan metode wawancara terhadap beberapa pihak yang terkait 
dengan topik penelitian dan pengambilan data yang terkait dengan topik penelitian 
di sebuah instansi. Selain itu, penulis juga melakukan penelitian kepustakaan 
melalui data-data yang berkaitan dan buku-buku yang berkaitan dengan topik 
penelitian. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan 
dipaparkan secara deskriptif. 
 
Dari hasil penelitian, dikemukakan sebagai berikut: 1) faktor-faktor 
penyebab tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kabupaten kepulauan 
selayar karena faktor diri,depresi, coba-coba, lingkungan,faktor ekonomi dan 
faktor ketersediaan narkotika. 2) upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan 
agar anak tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkotika antara lain, upaya Pre-
Emtif : penanaman nilai moral pada diri, upaya preventif: Melakukan pengawasan 
dan bimbingan secara komunikatif yang dilakukan oleh orang tua, guru, dan 
semua pihak yang berwenang. Upaya represif: Melakukan bimbingan sosial dan 
konseling perorangan kepada pelaku sehingga pelaku mempunyai keinginan yang 
kuat untuk sembuh, memberikan arahan berupa ceramah keagamaan terhadap para 
tersangka, Memberikan pelatihan keterampilan seperti menjahit, pandai besi, 











Nur Hidayat (B11113060), The Criminological Review of Narcotics 
Abuse Cases (case study in Selayar Island regency of 2013-2016) 
was guided by Andi Muhammad Sofyan and Abd.Asis. 
 
The purpose of this study to determine the factors causing the 
crime of narcotics abuse and efforts to overcome by law enforcement 
in dealing with narcotics abuse in Selayar Island regency. 
This research is a field research where data collection is done by 
interviewing several parties related to the research topic in an 
institution. In addition, the author also conducts library research 
through data and books related to the research topic. Furthermore, the 
data obtained were analyzed qualitatively and presented descriptively. 
The results of the study are as follows: 1) the factors causing 
criminal abuse of narcotics in the island district because of self-factor, 
depression, trial and error, environment, economic factors and the 
availability of narcotics. 2) prevention efforts were undertaken so that 
children are not involved in the abuse of narcotics, among others, Pre-
Emtif efforts: the cultivation of moral values on self, preventive efforts: 
Conduct supervision and guidance communicatively conducted by 
parents, teachers, and all parties authorized. Repressive efforts: 
Conducting social guidance and individual counseling to the 
perpetrators so that the perpetrators have a strong desire to heal, 
providing direction in the form of religious lectures on suspects, 
providing skills training such as sewing, blacksmith, screen printing, car 
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 BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia adalah negara kesatuan yang berdasarkan atas hukum. 
Disebut sebagai negara kesatuan karena kekuasaan pemerintah pusat 
dan pemerintah daerah tidak sama dan tidak sederajat, sehingga 
kekuasaan tertinggi dari suatu negara berada pada pemerintahan pusat. 
Disisi lain disebut sebagai negara hukum karena kekuasaan negara 
didasarkan atas dasar hukum, dan seluruh masyarakatnya diharuskan 
bertindak berdasarkan atas hukum. Hal ini tercermin dalam Pasal 1 ayat 3 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
(selanjutnya disingkat UUDNRI 1945) yang berbunyi, “Negara Indonesia 
adalah Negara hukum.” 
Indonesia memiliki misi sebagai negara yang merdeka yakni, 
melindungi segenap bangsa Indonesia, melindungi seluruh tumpah darah 
Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 
bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.1 Ketentuan tentang misi 
negara ini dirumuskan di dalam Pembukaan UUDNRI Tahun 1945 ; 
…pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa 
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk 
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa 
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia… 
 
Oleh sebab itu pula bahwa segala perilaku warga Negara 
Indonesia tidak boleh menyimpan dari peraturan-peraturan hukum yang 
                                                          
1Leden Marpaung, 2009, Tindak pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan, 
Djambatan, Jakarta, hal.1.   
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ada dan berlaku di Indonesia. Negara Indonesia menegaskan bahwa 
penegakan hukum harus mampu menciptakan keamanan dan ketertiban 
dalam kehidupan bermasyarakat serta mencapai tujuan Negara. 
Tujuan Negara Republik Indonesia secara tegas dituangkan dalam 
pembukaan UUDNRI Tahun 1945 dalam alinea ke-empat bahwa Negara 
bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah 
darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 
kehidupan bangsa, ikut serta dalam upaya perdamaian dunia 
berdasarakan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.2 
Berdasarkan hal tersebut, sudah sepatutnya masyarakat Indonesia 
mendapatkan perlindungan dalam aspek-aspek kehidupannya. 
Cita luhur tersebut semakin kabur jika kita kembali melihat fakta 
yang terjadi di masyarakat sepertinya kita masih terlalu dari tujuan Negara 
kita dan hukum yang dianggap sebagai kendaran menuju cita luhur 
bangsa Indonesia. Di peradaban yang terus berkembang seperti sekarang 
ini, berbagai permasalahan hukum semakin marak dan beragam jenisnya, 
hal tersebut juga dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
semakin berkembang pesat. Perubahan karena perkembangan zaman 
serta pergeseran nilai-nilai merupakan keniscayaan di tengah tuntutan 
kehidupan manusia yang semakin beragam dan meningkat, hal tersebut 
turut mengontrol perilaku kehidupan manusia di era pesatnya globalisasi 
seperti sekarang, terkhusus di Indonesia. Pergeseran nilai yang ekstrim 
juga berdampak pada pola tingka laku manusia yang, menyimpang dari 
                                                          
2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
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nilai dan budaya bangsa Indonesia, bahkan banyak yang sampai 
menyimpang dari norma-norma dan aturan hukum yang berlaku di 
Indonesia. 
Perilaku-perilaku yang menyimpang sangat berpotensi pada 
terjadinya pelanggaran bahkan kejahatan. Kejahatan merupakan salah 
satu kenyataan dalam kehidupan yang memerlukan penanganan secara 
khusus. Hal tersebut dikarenakan kejahatan akan menimbulkan 
keresahan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, selalu 
dirumuskan berbagai upaya untuk menanggulangi kejahatan yang 
kemungkinan akan timbul, meskipun dalam kenyataan sangat sulit untuk 
memberantas kejahatan secara tuntas karena pada dasarnya kejahatan 
akan senantiasa berkembang pula seiring dengan perkembangan 
masyarakat. Begitu pula dengan perkembangan hukum akan selalu 
berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat, termasuk 
permasalahan hukum juga akan ikut berkembang seiring dengan 
perkembangan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Masyaerakat 
memiliki peranan yang sangat penting di dalam pembangunan bangsa 
dan Negara. 
Salah satu bentuk tindak pidana yang sangat menggangu 
keamanan dan ketertiban hidup masyarakat saat ini yakni tindak pidana 
penyalahgunaan narkotika. Perkembangan penyalahgunaan narkotika 
dari waktu-kewaktu menunjukkan kecenderungan yang semakin 




Saat ini penyalahgunaan narkotika di negara berkembang seperti di 
Indonesia diyakini jumlahnya cenderung semakin bertambah. Seperti 
terkuaknya beberapa kasus penyergapan bandar narkotika dan 
penggerebekan gudang pembuatan narkotika yang dilakukan oleh instansi 
yang berwenang yaitu Badan Narkotika Nasional (selanjutnya disingkat 
BNN). Bandar dan pabrik pembuatan narkotika itu menghasilkan narkotika 
berkualitas nomor satu yang diekspor keberbagai negara. Melihat 
fenomena yang terjadi saat ini, penyebaran narkotika yang berakibat pada 
semakin banyaknya kasus penyalahgunaan narkotika merupakan 
permasalahan yang sangat rumit dan kompleks. Narkotika tidak hanya 
menyangkut masalah pribadi atau individu semata, tetapi masalah ini 
menyangkut semua orang dan semua pihak. Kasus penyalahgunaan 
narkotika merupakan kejahatan luar biasa dan bukan hanya Indonesia 
yang menghadapinya tetapi sudah menjadi permasalahan seluruh dunia. 
Dampak dari penyalahgunaan narkotika yang sering terjadi di 
tengah-tengah masyarakat dapat merusak hubungan kekeluargaan, sulit 
membedakan mana perbuatan baik dan mana perbuatan buruk, 
perubahan perilaku menjadi perilaku anti sosial (perilaku maladaptive), 
gangguan kesehatan (fisik dan mental), mempertinggi jumlah kecelakaan 
lalu lintas, tindak kekerasan, dan tindak kriminal lainnya. 
Semakin jelas bahwa penyalahgunaan narkotika dapat 
menghancurkan tatanan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat 
danbernegara dimana targetnya sekarang sudah mengarah pada 
masyarakat luas yang merupakan aset berharga Negara. Karena 
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masyarakat merupakan syarat mutlak keberlangsungan kehidupan 
berbangsa dan bernegara yang akan membawa negara ini menuju tujuan 
dan cita-cita luhur awal berdirinya negara ini. Baik tidaknya negara ini 
tergantung dari generasi penerusnya dan jika generasi penerusnya rusak 
maka rusaklah negara ini. Jika itu terjadi maka akan menimbulkan bahaya 
yang sangat besar bagi kehidupan dan nila-nilai budaya bangsa Indonesia 
yang pada akhirnya akan melemahkan ketahanan nasional dan hal ini 
merupakan sesuatu yang tidak diinginkan oleh semua pihak. 
Kondisi ini harus mendapat perhatian serius dan tindakan cepat 
dalam mencegah dan menghentikan semakin memburuknya tingkat 
penyalahgunaan narkotika yang sedang melanda Negara ini. Dampak 
yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika sangat besar dalam 
mempengaruhi tatanan nila-nilai budaya bangsa dan kehidupan 
bernegara, yang bila dibiarkan dapat melemahkan ketahanan nasional. 
Keadan tersebut juga terjadi di Kabupaten Kepulauan Selayar, 
dimana tingkat penyalahgunaan narkotika semakin bertambah banyak 
setiap tahun. Tentunya hal ini apabila tidak ditangani secepatnya maka 
akan memberikan dampak negatif terhadap tatanan dalam kehidupan 
bermasyarakat.  
Semakin kompleksnya permasalahan penyalahgunaan narkotika 
yang terjadi saat ini sebagaimana yang telah jelaskan maka dengan 
alasan-alasan yang dikemukakan di atas penulis terdorong untuk 
melakukan kajian secara mendalam tentang penyalahgunaan narkotika 
dalam bentuk proposal penelitian dengan mengangkat judul,        
6 
 
“Tinjauan Kriminologis Atas Tindak Pidana Penyalahgunaan 
Narkotika (Studi Kasus di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2013-
2016).” 
 
B. Rumusan Masalah 
Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di 
atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut : 
1. Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana 
penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Kepulauan Selayar? 
2. Bagaimanakah upaya-upaya penanggulangan tindak pidana 
penyalahgunaan narkotika oleh aparat hukum di Kabupaten 
Kepulauan Selayar? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana 
penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Kepulauan Selayar.  
2. Untuk mengetahui upaya-upaya penanggulangan tindak pidana 
penyalahgunaan narkotika oleh aparat hukum di Kabupaten 
Kepulauan Selayar. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Manfaat dari penelitian yang dilakukan ini dibedakan dalam 





1. Manfaat Teoritis : 
a. Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk 
mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana. 
b. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain 
yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti. 
2. Manfaat Praktis : 
a. Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat 
atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang tindak pidana 
penyalahgunaan narkotika yang terjadi di Kabupaten Kepulauan 
Selayar. 
b. Dengan dibuatnya penulisan ini diharapkan dapat 
memberikanmasukan kepada pihak Pemerintah dan semua 
pihak yang berwenang khususnya di Kabupaten Kapulauan 
Selayar dalam rangka penanggulangan tindak pindana 















A. Tinjauan Kriminologis 
1. Pengertian Kriminologis 
Hukum adalah serangkaian peraturan mengenai tingkah laku 
manusia sebagai anggota suatu masyarakat, sedang satu-satunya 
tujuan dari hukum ialah mengadakan keselamatan, bahagia dan tata 
tertib dalam masyarakat itu.3 Perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi di masa sekarang ini memberikan peluang yang sangat 
besar terhadap tumbuhnya berbagai macam tindak kejahatan. Atas 
dasar itulah maka ilmu kriminologi sebagai bagian dari ilmu hukum 
berupaya untuk mencari jalan keluar untuk mengatasi ataupun 
menanggulangi berbagai jenis tindak kejahatan serta gejala-gejalanya. 
Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang membahas 
masalah kejahatan dan merupakan salah satu ilmu pembantu hukum 
pidana. Istilah kriminologi untuk pertama kali tahun 1879 digunakan 
oleh P. Topinard, ahli antropologi Perancis, sementara istilah yang 
banyak dipakai sebelumnya adalah antropologi kriminal.4 
Beberapa sarjana terkemuka memberikan definisi mengenai 
kriminologi sebagai berikut:5 
a. Edwin H. Sutherland: criminology is the body of knowledge 
regarding delinquency and crime as social phenomena 
                                                          
3 Wirdjono Prodjodikoro, 1976, Perbuatan Melanggar Hukum, Penerbitan Sumur 
Bandung, Bandung, hal. 1.  
4 I.S. Susanto. 2011. Kriminologi. Yogyakarta: Genta Publishing. Hal. 1. 
5 A. S. Alam. 2010. Pengantar Kriminologi. Makassar: Pustaka Refleksi Books. Hal.1 
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(kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas 
kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial). 
b. W.A. Bonger: kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang 
bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. 
c. J. Constant: kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang 
bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-
musabab terjadinya kejahatan dan penjahat. 
d. WME. Noach: kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang 
menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak 
senonoh, sebab musabab serta akibat-akibatnya. 
 
Suatu pendapat klasik menyatakan bahwa, “Kriminologi 
merupakan ilmu pengetahuan yang meneliti delinkuensi dan 
kejahatan, sebagai suatu gejala sosial”. Jadi ruang lingkupnya adalah 
proses terjadinya hukum (pidana) / menganalisa kondisi-kondisi di 
mana hukum pidana berlaku, penyimpangan terhadap hukum atas 
pelanggarannya/sebab-sebab terjadinya kejahatan, dan reaksi 
terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut / upaya penanggulangan 
terhadap kejahatan.6 
Secara etimologi, Kriminologi berasal dari kata “Crime” dan 
“Logos”. Dimana Crime artinya kejahatan, sedangkan Logos berarti 
Pengetahuan. Sehingga kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu 
pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.7 
Andi Zainal Abidin mengemukakan bahwa, “Kriminologi 
merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang faktor-faktor 
penyebab timbulnya kejahatan, dan cara penanggulangannya”.8 
                                                          
6 Soerjono Soekanto, Hengkie Liklikuwata dan Mulyana W. Kusumah, 1981, 
Kriminologi Suatu Pengantar, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 24.   
7 Abdul Syani, 1987, Kejahatan dan Penyimpangan Suatu Perspektif Kriminologi, 
Bina Aksara, Jakarta, hal. 6.   
8 Andi Zainal Abidin Farid, 1981, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 42.   
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Sejalan dengan pendapat di atas, Paul Moeliono memaparkan 
mengenai pelaku kejahatan, bahwa: 9 
Dimana pelaku kejahatan mempunyai andil atas terjadinya suatu 
kejahatan, karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata 
perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi adanya 
dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan yang 
ditentang oleh masyarakat. 
 
 Berdasarkan pemaparan para sarjana di atas, maka kriminologi 
merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab-sebab 
kejahatan, pelaku kejahatan, serta bagaimana cara menanggulangi 
tindak kejahatan. 
Di dalam mempelajari kriminologi secara garis besar dikenal 
adanya beberapa teori, yaitu sebagai berikut: 
a. Teori Kriminologi Dari Perspektif Biologis dan Psikologis 
b. Teori Kriminologi Dari Perspektif Sosiologis 
c. Teori Kriminologi Dari Perspektif Kontrol Sosial / Social control. 
Di dalam penulisan ini, adapun teori kriminologi yang digunakan 
untuk mengkaji permasalahan yang diangkat yaitu teori kriminologi dari 
perspektif kontrol sosial / social control. Teori kontrol sosial 
memfokuskan diri pada teknik-teknik dan strategi-strategi yang 
mengatur tingkah laku manusia dan membawanya kepada ketaatan 
terhadap aturan-aturan masyarakat. 
Konsep kontrol sosial lahir pada peralihan abad dua puluh 
dalam satu volume buku dari E.A. Ross, salah seorang bapak sosiologi 
Amerika, menjelaskan  bahwa: 10 
                                                          
9 Abussalam, 2007, Kriminologi, Restu Agung, Jakarta, hal. 5.   
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Sistem keyakinanlah (dibanding hukum-hukum tertentu) yang 
membimbing apa yang dilakukan orang-orang dan yang secara 
universal mengontrol tingkah laku, tidak peduli bentuk keyakinan 
yang dipilih. 
 
 Kontribusi keluarga terhadap timbulnya kejahatan di kalangan 
masyrakat pada khususnya sangatlah besar, karena keluarga 
merupakan tempat terjadinya pembentukan kepribadian dari 
seseorang, hal ini disebut dengan kontrol eksternal. Selain kontrol 
eksternal, maka manusia diharapkan mampu untuk menahan diri agar 
tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma 
yang berlaku di masyarakat, hal ini disebut dengan personal control / 
kontrol internal. Selain dua kontrol tersebut, diperlukan adanya 
sosialisasi yang memadai untuk mengurangi terjadinya kejahatan. 
Travis Hirschi sebagai penganut teori kontrol sosial 
beranggapan bahwa, “Individu di masyarakat mempunyai 
kecendrungan yang sama kemungkinannya, apakah ia menjadi baik 
ataupun malah sebaliknya menjadi jahat.” Perbuatan baik ataupun 
jahat yang dilakukan sangat ditentunkan oleh bagaimana lingkungan 
masyarakat tempat tinggalnya. Selain itu, perilaku menyimpang 
merupakan konsekuensi logis dari kegagalan seseorang untuk 
mengendalikan dirinya agar tidak melanggar norma-norma yang ada. 
Menurut Travis Hirschi, terdapat empat elemen ikatan sosial        
                                                                                                                                                       




(social bonds) dalam setiap masyarakat yang dapat membentuk ikatan 
sosial antara individu dan masyarakat, yaitu: 11 
1. Attachment (Keterikatan/Kasih Sayang) 
Attachment merupakan kemampuan manusia untuk melibatkan 
dirinya terhadap orang lain. Kalau attachment ini sudah 
terbentuk, maka orang tersebut akan peka terhadap pikiran, 
perasaan dan kehendak orang lain. Attachment diartikan 
secara bebas dengan keterikatan/kasih sayang, ikatan pertama 
yaitu keterikatan dengan orang tua, keterikatan dengan sekolah 
(guru) dan dengan teman sebaya. 
2. Commitment (Komitmen/Tanggung Jawab) 
Commitment adalah keterikatan seseorang pada subsistem 
konvensional seperti sekolah, pekerjaan, organisasi dan 
sebagainya. Segala kegiatan yang dilakukan seseorang seperti 
sekolah, pekerjaan, kegiatan dalam organisasi, akan 
mendatangkan manfaat bagi orang tersebut seperti misalnya 
berupa harta benda, reputasi, masa depan, dan sebagainya. 
Commitment diartikan secara bebas dengan 
komitmen/tanggung jawab yang kuat terhadap aturan dan 
kesadaran akan pentingnya masa depan. Bentuk komitmen ini, 
antara lain berupa kesadaran bahwa masa depannya akan 
suram apabila ia melakukan tindakan menyimpang. 
3. Involvement (Keterlibatan) 
Involvement merupakan aktivitas seseorang dalam subsistem. 
Jika seseorang berperan aktif dalam organisasi maka kecil 
kemungkinan untuk melakukan penyimpangan, atau dengan 
kata lain apabila orang aktif di segala kegiatan maka ia akan 
menghabiskan waktu dan tenaganya dalam kegiatan tersebut. 
Sehingga, ia tidak sempat lagi memikirkan hal-hal yang 
bertentangan dengan hukum. Dengan demikian segala 
aktivitas yang bermanfaat akan mencegah seseorang untuk 
melakukan perbuatan yang melanggar hukum. 
4. Belief (Keyakinan) 
Belief merupakan aspek moral yang terdapat dalam ikatan 
sosial dan tentunya berbeda dengan ketiga aspek di atas. 
Belief merupakan kepercayaan seseorang pada nilai-nilai moral 
yang ada. Kepercayaan seseorang terhadap norma-norma 
yang ada menimbulkan kepatuhan terhadap norma tersebut. 
Kepatuhan terhadap norma tersebut tentunya akan mengurangi 
hasrat untuk melanggar. Tetapi, apabila orang tidak mematuhi 
norma-norma maka lebih besar kemungkinan melakukan 
pelanggaran. 
                                                          
11 Indah Sri Utari, 2012, Aliran dan Teori Dalam Kriminologi, Penerbit Thafa Media, 
Yogyakarta, hal. 128.   
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Berdasarkan pemaparan di atas, maka teori kontrol sosial paling 
tepat di dalam menjawab persoalan hukum yang telah terjadi dalam 
kehidupan sehari-sehari yang melibatkan masyarakat luas pada 
umumnya, karena di dalam teori ini memfokuskan diri pada strategi-
strategi yang mengatur tingkah laku manusia dan membawanya 
kepada ketaatan terhadap aturan-aturan masyarakat ataupun aturan 
hukum, baik itu dengan melakukan kontrol internal maupun kontrol 
eksternal serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat sehingga 
diharapkan masyarakat taat terhadap hukum. Selain itu, dapat ditarik 
pemaparan mengenai obyek dan subyek kajian kriminologi. Obyek 
kajian kriminologi ditekankan pada gejala kejahatan seluas-luasnya 
dalam artian mempelajari kejahatan dan penjahat, usaha-usaha 
pencegahan penanggulangan kejahatan serta perlakuan terhadap 
penjahat. Subyek kajian kriminologi adalah anggota dan kelompok 
masyarakat secara keseluruhan sebagai suatu sistem yang termasuk 
di dalamnya gejala kejahatan yang tidak terpisahkan. Berdasarkan 
pengertian kriminologi di atas juga dapat ditarik suatu pandangan 
bahwa kriminologi bukanlah ilmu yang berdiri sendiri akan tetapi 
berada di samping ilmu-ilmu pengetahuan lain. Kriminologi bersama 
dengan ilmu-ilmu pengetahuan lain berusaha menjawab segala bentuk 
ketidakjelasan mengenai suatu sebab terjadinya suatu kejahatan. 
Kriminologi mengannggap suatu kejahan terjadi tentunya ada yang 
menjadi latar belakangnya. 
14 
 
2. Pembagian Kriminologi 
Kriminologi dapat dibagi dalam dua golongan besar yaitu:12 
a. Kriminologi Teoritis  
Secara teoritis, kriminologi ini dapat dipisahkan kedalam lima 
cabang pengetahuan. Tiap-tiap bagiannya memperdalam 
pengetahuannya mengenai sebab-sebab kejahatan secara teoritis.  
1) Antropologi Kriminal  
Antropologi kriminal merupakan ilmu pengetahuan yang 
mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas dari seorang 
penjahat. Misalnya: menurut Lombroso ciri seorang penjahat di 
antaranya: tengkorak panjang, rambutnya lebat, tulang pelipisnya 
menonjol keluar, dahinya mencong dan seterusnya.  
2) Sosiologi Kriminal  
Sosiologi kriminal adalah ilmu pengetahuan yang 
mempelajari kejahatan sebagai sosial. Yang termasuk didalam 
kategori sosiologi kriminal adalah:  
a) Etiologi Sosial  
Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sebab-
sebab timbulnya suatu kejahatan.  
b) Geografis  
Yaitu ilmu yang mempelajari pengaruh timbal balik antara 
letak suatu daerah dengan kejahatan.  
c) Klimatologis  
                                                          
12 A. S. Alam, 2010, Pengantar Kriminologi, Makassar: Pustaka Refleksi Books,hal-4. 
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Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari hubungan 
timbal balik antara cuaca dan kejahatan.  
3) Psikologi Kriminal  
Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari 
sudut ilmu jiwa. Yang termasuk dalam golongan ini adalah: 
a) Tipologi  
 Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari golongan-
golongan penjahat.  
b) Psikologi sosial Kriminal  
 Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari 
segi ilmu jiwa sosial. 
4) Psikologi dan Neuro Phatologi Kriminal  
Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang 
penjahat yang sakit jiwa/gila. Misalnya mempelajari penjahat-
penjahat yang masih dirawat di rumah sakit jiwa. 
5) Penologi  
Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah, 
arti dan faedah hukum. 
b. Kriminologi Praktis  
Yaitu ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas 
kejahatan yang timbul di dalam masyarakat. Dapat pula disebutkan 
bahwa kriminologi praktis adalah merupakan ilmu pengetahuan 
yang diamalkan (applied criminology). Cabang-cabang dari 
kriminologi praktis ini adalah: 
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1) Hygiene Kriminal  
Yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk 
memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan. Misalnya 
meningkatkan perekonomian rakyat, penyuluhan (guidance and 
counceling) penyediaan sarana olah raga dan lainnya.  
2) Politik Kriminal  
Yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimanakah 
caranya menetapkan hukum yang sebaik-baiknya kepada 
terpidana agar dapat menyadari kesalahan serta berniat untuk 
tidak melakukan kejahatan lagi. Untuk dapat menjatuhkan 
hukuman yang seadil-adilnya, maka diperlukan keyakinan serta 
pembuktian, sedangkan untuk dapat memperoleh semuanya itu 
diperlukan penyelidikan tentang bagaimanakah teknik seorang 
penjahat melakukan suatu kejahatan.  
3) Kriminalistik (police scientific)  
Ilmu tentang penyelidikan teknik kejahatan dan 
penangkapan pelaku kejahatan. 
 
B. Tinjauan Tindak Pidana 
Berbicara mengenai kriminologi, maka tidak dapat terlepas dengan 
hukum pidana. Hukum pidana merupakan peraturan hukum yang di 
dalamnya terdapat perintah dan larangan atau keharusan terhadap 





1. Pengertian Tindak Pidana 
Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum 
pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya 
dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuiridis formal, 
tindak kejahatan merupakan bentuk tingka laku yang melanggar 
undang-undang Pidana. Oleh sebab itu perbuatan yang dilarang oleh 
undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka 
akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan keawiban tertentu 
yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam 
undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah baik di 
tingkat pusat maupun daerah.13 
Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan 
dalam undang-undang, orang yang melakukan perbuatan pidana akan 
mempertanggunjawabkan perbuatan dengan pidana atau hukuman 
apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan 
apabila pada waktu melakukan suatu perbuatan melanggar norma-
norma yang berlaku dalam masyarakat dan hukum yang telah 
ditetapkan. 
Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak 
melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan 
yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana 
                                                          




terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan 
terjaminnya kepentingan umum.14 
 
2. Pengertian Tindak Pidana Menurut Para Ahli Hukum 
Pengertian “het strafbaarfeit” telah diterjemahkan oleh para 
sarjana menjadi berbagai macam arti, dan para sarjana itu mempunyai 
batasan dan alasan tersendiri untuk menentukan pengertian “het 
strafbaarfeit”. Untuk lebih jelasnya, peneliti mengutip beberapa 
pengertian tentang tindak pidana menurut pakar dan ahli hukum 
pidana seperti tersebut dibawa ini: 
Pengertian tindak pidana menurut Bambang Purnomo, yang 
mengatakan bahwa:15 
Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung 
suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana sebagai istilah 
yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu 
pada peristiwa hukum pidana, perbuatan pidana mempunyai 
pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa konkrit dalam 
lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah 
diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas 
untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari 
dalam kehidupan masyarakat. 
 
 Sianturi mengartikan het strafbaarfeit ke dalam Bahasa 
Indonesia menjadi: 
1) Perbuatan yang dapat atau boleh dihukum 
2) Peristiwa Pidana 
3) Perbuatan Pidana 
4) Tindak Pidana 
Selanjutnya Sianturi mengutip pendapat Moeljatno bahwa 
perbuatan pidana maksudnya adalah, bahwa;16 
                                                          
14 Ibid Hal.16. 




Hal itu dibuat oleh seseorang dan ada sebab maupun akibatnya, 
sedangkan pengertian peristiwa tidak menunjukkan bahwa yang 
melakukan adalah seorang manusia, bisa hewan atau alam 
melakukannya. 
 
Adapun menurut menurut Simons, yang dikutip oleh P.A.F. 
Lamintang, memberikan definisi strafbaarfeit, yang menyatakan 
bahwa:17 
Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan 
sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas 
tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan 
sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. 
 
Adapun menurut J.E.Jonkers, yang dikutip oleh Martiman 
Prodjohamidjojo, memberikan definisi strafbaarfeit menjadi dua 
pengertian, yaitu:18 
1) Definisi pendek memberikan pengertian bahwa strafbaarfeit 
adalah suatu kejadian (feit) yang dapat diancam pidana oleh 
undang-undang. 
2) Definisi panjang atau lebih mendalam bahwa strafbaarfeit 
adalah suatu kelakuan melawan hukum berhubung dilakukan 
dengan sengaja atau alpa oleh orang dapat di 
pertanggungjawabkan. 
Perbuatan pidana oleh Moeljatno dirumuskan sebagai 
perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa 
yang melanggar larangan tersebut dan perbuatan tersebut harus betul-
betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang 
menghambat tercapainya tata pergaulan dalam masyarakat seperti 
yang dicita-citakan masyarakat, perbuatan itu juga harus memenuhi 
                                                                                                                                                       
16 Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya, Alumni AHM-PTHM, 
Jakarta, 1990, 
17 P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 
1994, Hal 172. 
18 Martiman Prodjohamidjojo, Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. 
Pradnya Paramita, Jakarta, 1994, Hal. 15-16 
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unsur formil dan materil, unsur formil adalah unsur yang sesuai 
dengan rumusan Undang-undang, dan unsur materil adalah yang 
bersifat melawan hukum atau tidak sesuai dengan dicita-citakan 
mengenai pergaulan masyarakat. Perbuatan atau rangkaian perbuatan 
manusia yang bertentangan dengan Undang-undang atau Peraturan 
lainnya, yaitu perbuatan tersebut dikenai tindakan penghukuman. 
Menurut Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa, “Suatu 
perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman dan pelaku ini 
dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.”19 
Menurut Martiman Prodjohamidjojo, menerangkan dari 
beberapa pakar hukum pidana memberikan definisi mengenai 
strafbaarfeit, antara lain :20 
1) Simons, mengatakan bahwa strafbaarfeit adalah kelakuan yang 
diancam pidana yang bersifat melawan hukum yang 
berhubungan dengan kesalahan dan di lakukan oleh orang yang 
mampu bertanggung jawab. 
2) Hamel dan Noyon-Langemeyer, mengatakan bahwa 
strafbaarfeit itu sebagai kelakuan orang yang bersifat melawan 
hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. 
3) Van Hatum, mengatakan bahwa perbuatan oleh karena mana 
seseorang dapat dipidana. 
4) Moeljatno, mengatakan perbuatan pidana adalah perbuatan 
yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan 
pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. 
 
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Dari beberapa perumusan “Strafbaarfeit” jelas bahwa adanya 
suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut merupakan 
unsur-unsur yang sangat penting di dalam usaha mengemukakan 
                                                          
19 Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Eresco, Bandung, 
1986, Hal. 55. 
20 Martiman Prodjohamidjojo, Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. 
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adanya suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana, menurut 
Leden Marpaung, membedakan dua macam unsur yaitu Unsur 
subjektif dan unsur objektif. Selanjutnya Leden Marpaung menjelaskan 
bahwa, “Unsur Subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada si 
pelaku tindak pidana dalam hal ini termasuk juga sesuatu yang 
terkandung di dalam hatinya”.  Adapun unsur-unsur Subjektif dari suatu 
tindak pidana itu adalah: 21 
a. Kesengajaan atau ketidak sangajaan (dolus atau culpa) 
b. Maksud pada suatu percobaan 
c. Macam-macam maksud seperti yang terdapat di dalam 
kejahatan–kejahatan Pembunuhan, Pencurian, Penipuan. 
d. Merencanakan terlebih dahulu, pasal 340 KUHP. 
Kemudian yang dimaksud dengan Unsur Objektif adalah unsur 
yang ada hubungan dengan keadaan tertentu di mana keadaan-
keadaan tersebut sesuatu perbuatan telah dilakukan. Unsur-unsur 
Objektif dari suatu tindak pidana adalah: 
a. Sifat melawan hukum, misalnya Pasal 338 KUHP. 
b. Kausalitas (sebab-akibat) dari pelaku. 
c. Kausalitas yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai 
penyebab dengan sesuatu kenyataan akibat. 
Adapun istilah unsur-unsur tindak pidana dapat dibagi ke dalam 
beberapa unsur sebagai berikut: 
1) Kecaman dan akibat (perbuatan). 
2) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan. 
3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana. 
                                                          




4) Unsur melawan hukum.yang objektif. 
5) Unsur melawan hukum yang subjektif. 
Adapun menurut J.B. Daliyo, mengatakan tentang syarat-syarat 
yang harus dipenuhi sehingga suatu peristiwa disebut tindak pidana 
adalah:22 
a. Harus ada suatu perbuatan, maksudnya bahwa memang 
benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh 
seseorang atau beberapa orang, kegiatan itu terlihat sebagai 
suatu perbuatan yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai 
sesuatu yang merupakan peristiwa. 
b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam 
ketentuan hukum artinya perbuatannya sebagai suatu peristiwa 
hukum yang dapat memenuhi isi ketentuan-ketentuan hukum 
yang berlaku pada saat itu, pelakunya memang benar-benar 
telah berbuat seperti yang terjadi dan terhadapnya wajib 
mempertanggung jawabkan akibat yang timbul dari perbuatan 
itu. Berkenaan dengan syarat ini hendaknya dapat dibedakan 
bahwa ada suatu perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan 
dan terhadap pelakunya tidak perlu mempertanggungjawabkan 
perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan itu karena dilakukan 
oleh seseorang atau beberapa orang dalam melaksanakan 
tugas, membela diri dari ancaman orang lain yang 
mengganggu keselamatanya dan dalam keadaan darurat. 
c. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggung 
jawabkan. Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh 
seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai 
suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum. 
d. Harus berlawanan dengan hukum. Artinya suatu perbuatan 
yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau 
tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum. 
e. Harus tersedia ancaman hukumannya. Maksudnya kalau ada 
ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan 
dalam suatu perbuatan tertentu dan ancaman hukuman itu 
dinyatakan secara tegas maksimal hukumannya yang harus 
dilaksanakan oleh para pelakunya. Kalau di dalam suatu 
perbuatan tertentu maka dalam peristiwa pidana terhadap 
pelakunya tidak perlu melaksanakan hukuman tertentu. 
                                                          
22 J.B.Daliyo, Pengantar Hukum Indonesia, PT. Prenhallindo, Jakarta, 2001, Hal. 14 
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Jonkers dan Utrecht memandang rumusan Simons merupakan 
rumusan yang lengkap, merumuskan unsur-unsur tindak pidana 
sebagia berikut:23 
1) Diancam dengan pidana oleh hukum 
2) Bertentangan dengan hukum 
3) Dilakukan oleh orang yang bersalah 
4) Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbutannya. 
 Dengan mencermati pengertian di atas, maka unsur-unsur 
tindak pidana berhubungan dengan unsur-unsur kesalahan yang 
mencakup beberapa hal yang penting yaitu, unsur-unsur tindak pidana 
yang dilihat dari segi adanya perbuatan melawan hukum, perbuatan 
tersebut dapat dipertanggung jawabkan adanya unsur kesalahan, 
memenuhi rumusan undang-undang dan tidak adanya alasan 
pembenaran dan pemaaf. 
 
C. Tinjauan Narkotika 
1. Pengertian dan Penggolongan Narkotika 
Salah satu tindak pidana yang saat ini menjadi masalah yang 
sangat serius di Indonesia adalah tindak pidana penyalahgunaan 
narkotika. Kejahatan narkotika merupakan “most serious crime” di 
Indonesia, sehingga dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi 
kehidupan sosial, ekonomi dan nilai-nilai budaya bangsa, serta 
keamanan hidup umat manusia.24 Istilah narkotika berasal dari bahasa 
Yunani yakni “narke” yang berarti terbius sehingga tidakmerasakan 
                                                          
23 Andi Hamzah, SH, Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi), (Jakarta: PT. Rineka 
Cipta, 1994) hal. 88 
 
24 Soedjono Dirdjosisworo, 1987, Hukum Narkotika Indonesia, Penerbit Alumni, 
Bandung, Hal.208.   
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apa-apa. Istilah narkotika yang dipergunakan di sisi bukanlah pada 
bidang farmasi, melainkan sama artinya dengan drug, yaitu sejenis zat 
yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh tertentu 
pada tubuh si pemakai, yaitu mempengaruhi kesadaran, memberikan 
dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia, serta 
dapat menimbulkan halusinasi.25 Sanksi pidana terhadap tindak pidana 
penyalahgunaan narkotika di atur di dalam Undang-Undang Republik 
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 
Pengertian penyalahgunaan narkotika dijelaskan di dalam Pasal 
1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 
yaitu, “Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika 
tanpa hak atau melawan hukum.” 
Mengenai penyalahgunaan narkotika dapat diartikan sesuatu 
yang dilakukan secara terus-menerus, sekali-sekali, secara 
berkelebihan, serta dilakukan tidak menurut petunjuk dokter. 
Selanjutnya mengenai penggolongan narkotika di atur dalam 
Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika, yaitu:26 
a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya digunakan 
untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam 
terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi 
mengakibatkan ketergantungan. 
b. Narkotika Golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan 
digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam 
terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan 
serta mempunyai potensi yang tinggi mengakibatkan 
ketergantungan. 
                                                          
25 Soedjono Dirdjosisworo, 1985, Narkotika dan Remaja, Penerbit Alumni, Bandung, 
Hal.1 
26 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 
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c. Narkotika Golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan 
dan banyak digunakan dalam terapi dan/ atau untuk tujuan ilmu 
pengembangan pengetahuan serta mempunyai potensi ringan 
mengakibatkan ketergantungan. 
Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa inggris 
“narcose” atau “narcosis” yang berarti meniturkan dan pembiusan. 
Kata narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu narke yang berarti 
terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.27 
Dari istilah farmakologis yang digunakan adalah kata drug yaitu 
sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh 
tertentu pada tubuh si pemakai seperti mempengaruhi kesadaran dan 
memberikan ketenangan, merangsan dan menimbulkan halusinasi.28 
Secara termilogis narkotika adalah obat yang dapat 
menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa 
mengantuk dan merangsang. 
Menurut Soedjono Dirdjosisworo menyatakan bahwa: 29 
Yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat, yang 
apabila dipergunakan (dimasukkan kedalam tubuh) akan 
membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh 
tersebut berupa menenangkan, merangsang, dan menimbulkan 
khayalan atau halusinasi.  
  
      Sedangkan menurut Edy karsono bahwa: 30 
Narkotika adalah zat / bahan aktif yang bekerja pada sitem saraf 
pusat (otak) yang dapat menyebabkan penurunan samapai 
hilangnya kesadaran dan rasa sakit (nyeri) serta dapat 
menimbulkan ketergantungan (ketagihan). 
 
                                                          
27 Hari Sasangka, 2003, Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana, Mandar 
Maju; Bandung, Hal.35. 
28Ibid, Hal.3. 
29 Soedjono Dirdjosisworo, 1977, Segi Hukum tentang Narkorika di Indonesia, Karya 




Sedangkan menurut  Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 
tentang Narkotika, pada pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa narkotika 
adalah : 31 
Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau 
bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat 
menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya 
rasa, menegurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat 
menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-
golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. 
 
Sehingga berdasarkan penjelasan pengertian narkotika di atas, 
dapat disimpulkan bahwa narkotika merupakan zat yang berasal dari 
tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan, 
perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, 
menimbulkan khayalan atau halusinasi dan dapat menimbulkan efek 
ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan 
sebagaimana terlampir dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 
35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 
 
2. Golongan Narkotika 
Penggolongan Narkotika sendiri menurut undang-undang No.35 
tahun 2009 tentang psikotropika dibagi menjadi 4 golongan yaitu 
golongan I, II, III, dan IV , yakni sebagai berikut:32 
a. Narkotika Golongan I 
Adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk 
tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi. 
Psokotropika golongan I ini mempunyai potensi amat kuat 
                                                          
31 Darda Syahrizal, Undang-Undang Narkotika dan Aplikasinya, Laskar Aksara, 
Jakarta Timur, Hal.2. 
32Hari Sasangka, Opcit, Hal.124. 
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mengakibatkan sindroma ketergantungan. Salah satu jenis 
psikotropika golongan I ini yaitu Ecstasy. 
Ecstasy merupakan salah satu jenis psikotropika yang 
bekerja sebagai stimulansia (perangsang). Zat tersebut banyak 
disalhgunakan di Indonesia terutama oleh kelompok remaja dan 
kalangan eksekutif. Dimana ecstasy itu berbentuk tablet, kapsul 
atau serbuk. Dalam penggunaannya bisa diminum dengan air 
atau dihirup lewat hidung. Nama lain dari Ecstasy dilingkungan 
pemakai adalah XTC, Adam, Essence, Inex, Electric, Bon Jovi, 
Gober, dan Mercy. Bahan dasar Ecstasy adalah amfetamin, zat 
yang terkandung didalam Ecstasy adalah 3,4 metilen dioksi 
metamfetamin atau MDMA. Adapun akibat dari penggunaan 
Ecstasy karena Ecstasy dibuat dengan bahan dasar Amfetamin, 
maka ekef dan akibat yang ditimbulkan juga mirip dengan 
amfetamin. Demikian juga ecstasy menimbulkan 
ketergantungan. Bila pemakaiannya diputus, maka akan 
mengakibatkan rasa lelah, tidur panjang, depresi berat. Bila 
over dosis pecandu akan menngalami gejala gemetar, tidak 
dapat tidur, halusinasi, muntah, kejang, diare, dan meninggal 
dunia.  
b. Narkotika Golongan II  
 
Adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan 
dapat digunakan dalam terapi atau untuk tujuan ilmu 
pengetahuan. Narkotika golongan II ini mempunyai potensi kuat 
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mengakibatkan sindroma ketergantungan. Salah satu jenis 
Narkotika golongan II ini yang Shabu. Nama Shabu adalah 
nama julukan terhadap zat Metamfetamin, yang mempunyai 
sifat stimulasi (perangsang) yang lebih kuat dibanding turunan 
amfetamin lainnya. Shabu berbentuk seperti kristal putih mirip 
bumbu penyedap masakan sehingga di kalangan pengguna 
juga disebut Crystal. Karena Shabu mudah hancur pada suhu 
tertentu, sehingga cara pemakaiannya sering diuapkan atau 
dihisap melalui alat yang disebut “Bong”.  
Cara lain dengan dirokok sebagai campuran tembakau, 
suntikan atau dihirup melalui hidung. Jika dihisap melalui melut 
dikenal dengan istilah “Dregi”. Dengan cara ini, zat akan diserap 
di paru-paru dan efek yang ingin dicapai akan bertahan lama.  
Berdasarkan penjelsan di atas penulis beranggapan 
bahwa Setelah pemakaian Shabu pengguna akan merasakan 
hal-hal sebagai berikut:  
1) Merasa bersemangat karena kekuatan fisiknya 
meningkat, kemampuan bekerja juga meningkat dan 
rasa lelah berkurang.  
2) Kewaspadaan juga meningkat  
3) Menambah daya konsentrasi  
4) Menyebabkan rasa gembira luar biasa(euforia) dan 
kemampuan bersosialisasi meningkat.  
5) Menyebabkan insomnia atau susah tidur.  
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6) Mengurangi nafsu makan, malas makan dan diikuti 
rasa haus.  
7) Peningkatan gairah seksual, hal ini berbalikan dengan 
penggunaan opiate yang menurunkan libido. Namun 
pengguna jangka panjang justru menurunkan fungsi 
seks, setidak-tidaknya pada lelaki.  
8) Penyalahgunaan pada saat hamil, bisa menyebabkan 
komplikasi pralahir, meningkatkan kelahiran prematur 
atau menyebabkan prilaku bayi yang tidak normal.  
Adapun dampak yang diakibatkan apabila dipakai dalam 
dosis yang Tinggi adalah berikut adalah sebagi berikut:  
1) Menyebabkan kenaikan suhu badan (panas tinggi) 
tanpa kendali dan diikuti kejang-kejang, sehingga dapat 
menimbulkan kematian.  
2) Pemakaiannya bisa mendapat gangguan jiwa berat 
(psikosis).  
3) Menyebabkan problem kardiovaskuler (jantung, 
pembuluh darah). Ini merentang dari sekedar detak 
jantung cepat hingga kerusakan pembuluh darah otak 
yang bisa menyebabkan stroke. 
 
c. Narkotika Golongan III 
Adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan 
banyak digunakan dalam terapi untuk tujuan ilmu pengetahuan. 
Narkotika golongan ini mempunyai potensi sedang 
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mengakibatkan sindroma ketergantungan. Salah satu jenis 
psikotropika golongan ini adalah flunitrasepam (bentuknya 
beragam), zat ini sering disalhgunakan karena efek yang 
didapat adalah bisa menenagkan bagi pegawainya. 
 
d. Narkotika Golongan IV 
Adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan 
sangat luas digunakan dalam terapi untuk tujuan ilmu 
pengetahuan. Narkotika golongan ini mempunyai potensi ringan 
mengakibatkan sindroma ketergantungan. Salah satu jenis 
psikotropika golongan ini adalah Nitrazefam obat ini sering 
disalahgunakan karena mempunyai efek yang dapat 
menidurkan berlama-lama tanpa ada perasaan terganggu. 
Sedangkan berdasarkan dari dampak atau efek yang 
ditimbulkan pada si pemakai, maka pembagian narkotika 
menurut Hari Sasangka dibagi menjadi tiga golongan jenis obat 
yaitu: 33 
1) Stimulansia  
Yang diguanakan stimulansia adalah obat-abat yang 
mengandung zat-zat yang merangsang terhadap otak 
dan syaraf. Obat-obat tersebut digunakan untuk 
meningkatkan daya konsentrasi dan aktivitas mental 
serta fisik. Obat-obat yang dimasukkan dalam galongan 
stimulansia adalah Amphetamine beserta turunan-
turunannya. 
2) Depresiva  
Adalah obat-obatan yang bekerja mempengaruhi otak 
dan SSP yang didalam pemakaiannya dapat 
menyebabkan timbulnya depresi pada si pemakai.  
3) Halusinogen 
                                                          
33 Hari Sasangka, Opcit, Hal.69-93. 
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Adalah obat-obatan yang dapat menimbulkan daya 
khayal(halusinasi) yang kuat, yang menyebabkan salah 
presepsi tentang lingkungan dan dirinya baik yang 
berkaitan dengan pendengaran, penglihatan maupun 
perasaan. Dengan kata lain obat-obat jenis halusi 
dengan memutar balikkan daya tangkap kenyataan 
obyektif. Halusinasi atau khayalan adalah merupakan 
penghayatan semu, sehingga appa yang dilihat tidaklah 
sesuai dengan bentuk dan ruang yang sebenarnya. 
 
 
3. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika 
Menurut pendapat sumarno ma’sum, bahwa faktor terjadinya 
penyalahgunaan narkotika secara garis besar dikelompokkan kepada 
tiga bagian, yaitu: 34 
1) Kemudahan didapatinya obat scara sah atau tidak, status 
hukumnya yang masi lemah dan obatnya mudah muda 
menimbulkan ketergantungan; 
2) Kepribadian meliputi perkembangan fisik dan mental yang labil, 
kegagalan cita-cita, cinta, prestasi, jabatan, dan lain-lain, 
menutup diri dengan lari dari kenyataan, kekurangan informasi 
tentang penyalahgunaan obat terlarang, bertualang dengan 
sensasi yang penuh resiko dalam mencari identitas kepribadian, 
kekurangan rasa disiplin dan kepercayaan agamanya minim; 
3) Lingkungan , meliputi rumah tangga yang kacau dan rapuh, 
masyarakat yang kacau, kurangnya tanggungjawab orang tua, 
petunjuk dan arahan kepada kebaikan, pengangguran, orang 
tuanya juga kecanduan narkotika, dan penindakan hukum yang 
masi lemah  serta kesulitan mengikuti perkembangan zaman. 
 
Berdasarkan pendapat Sumarno ma’sum di atas, maka dapat 
kita ambil kesimpulan bahwa salah satu factor yang menyebabkan 
seseorang menyalahgunakan narkotika adalah karena aparat hukum 
setempat masi terlalu memanjakan yang mengakibatkan status hukum 
yang lemah. Begitupun dengan keadaan seseorang, terkadang faktor 
depresi terhapap masalah yang tak kunjung terselesaikan 
                                                          
34 Mardani, 2008, penyalahgunaan narkoba dalam perspektif hukum islam dan 
hukum pidana nasional, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal.103. 
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mengakibatkan seseorang muda tergoda oleh ajakan teman. Selain 
kedua faktor tersebut Sumarno ma’sum menambahkan bahwa 
pengaruh lingkungan keluarga yang kacau serta kurangnya perhatian 
orang tua terhadap anaknya yang dimana kebanyakan orang tua lebih 
mementingkan pekerjaan daripada anaknya sendiri sehingga anak 
tersebut tidak terkendali pergaulannya. 
Kurangnya lapangan tempat kerja yang ada membuat 
seseorang mudah menerima rayuan ketika ditawarkan pekerjaan yang 
tentunya dengan penghasilan yang banyak yang mana dalam hal ini 
mengedarkan obat-obat terlarang dengan diberikan bonus yang 
lumayan banyak. Menegenai masalah ini sudah sepatutnya pihak 
pemerintah memperhatikan hal yang semacam ini kalau tidak ingin 
nantinya perdagangan obat obat terlarang semakin merajalela. 
 
4. Bentuk-Bentuk dan Sanksi Tindak Pidana Penyalahgunaan 
Narkotika 
Narkotika dalam dunia kesehatan bertujuan untuk pengobatan 
dan kepentingan manusia seperti operasi pembedahan, 
menghilangkan rasa sakit, perawatan stress dan depresi. 
Di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 
tentang Narkotika, menyatakan bahwa, “Narkotika hanya dapat 
digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau 
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.35 Sedangkan untuk 
pengadaan, impor, ekspor, peredaran dan penggunaannya diatur oleh 
                                                          
35Darda Syahrizal, Opcit,Hal.36. 
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pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan. Sehingga penggunaan 
narkotika selain yang disebutkan pada Pasal 7 di atas, mempunyai 
konsekuensi akibat yuridis yaitu penyalahgunaan narkotika dan akan 
memperoleh pidana / ancaman pidana sesuai yang diatur dalam 
undang-undang tersebut. 
Menurut Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 
2009 tentang Narkotika bahwa, “Penyalahgunaan adalah orang yang 
menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.” 36 
Selanjutnya dalam Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 35 
Tahun 2009 tentang narkotika, memberikan pengertian: 37 
Peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap 
kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa 
hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana 
Narkotika dan Prekursor Narkotika. 
 
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, tindak pidana 
narkotika adalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika tanpa hak 
atau melawan hukum selain yang ditentukan dalam undang-undang. 
Adapun bentuk-bentuk dan sanksi terhadap tindak pidana 
penyalahgunaan narkotika di atur dalam Bab XV Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 
Bentuk-bentuk penyalahgunaan narkotika sebagaimana yang 
diatur Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 
maka tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat dikelompokkan 
sebagai berikut : 
                                                          
36Darda Syahrizal, Opcit,Hal.32 
37Darda Syahrizal, Opcit,Hal.31. 
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a. Penguasaan Narkotika. 
b. Produksi Narkotika. 
c. Jual-beli Narkotika. 
d. Pengangkutan dan transito Narkotika. 



















   BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Penulis memilih lokasi penelitian di Kabupaten Selayar yang 
merupakan salah satu wilayah hukum yang sulit terjangkau. Adapun 
alasan memilih lokasi penelitian ini karena semakin meningkatnya jumlah 
kriminilitas yang ditangani oleh pihak Kepolisian Kabupaten Kepulauan 
Selayar khususnya tindak pidana penyalahgunaan narkotika. 
B. Jenis dan Sumber Data 
Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri atas 
dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder. 
1. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber 
dilokasi penelitian yang berkaitan dengan tindak pidana 
penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Kepulauan Selayar. 
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan 
yaitu menelaah literatur, artikel, liputan, makalah serta peraturan 
perundang– undangan yang ada kaitannya dengan tinjauan 
kriminologis terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu: 
1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 
Yaitu penulis melakukan pengumpulan data dengan cara 
membaca sejumlah literatur yang relevan dengan tinjauan kriminologi 
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terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika baik melauli buku 
maupun melalui internet, serta bahan-bahan normatif berupa produk 
hukum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 
dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 
2. Penelitian di Lapangan (Field Research) 
a. Observasi (Observation) 
Yaitu penulis mendatangi lokasi penelitian kemudian melakukan 
pengamatan secara langsung dan seksama terhadap obyek 
penelitian guna mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 
terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan upaya-
upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi 
tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Kepulauan 
Selayar. 
b. Wawancara (Interview) 
Yaitu penulis melakukan tanya jawab (interview) kepada sejumlah 
narasumber yang berkompeten yang pernah menjadi pelaku dalam 
tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan penyidik Polres 
Kabupaten Kepulauan Selayar, serta masyarakat, tokoh agama 
dan tokoh pemuda dalam upaya menanggulangi terjadinya tindak 
pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Kepulauan 
Selayar. 
c. Dokumentasi (Documentation) 
Yaitu penulis melakukan pengumpulan data-data dilokasi penelitian 
yang berhubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan 
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narkotika dan upaya-upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam 
menanggulangi terjadinya pidana penyalahgunaan narkotika di 
Kabupaten Kepulauan Selayar. 
D. Teknik Analisis Data 
Data penelitian diolah dan dianalisis secara kualitatif yaitu 
menganalisa data berdasarkan kualitasnya lalu dideskripsikan dengan 
menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasan atau paparan dalam 




















HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Data Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Kepulauan Selayar 
Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana 
penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Kepulauan Selayar dan upaya 
penanggulangannya, maka dalam hal ini penulis telah melakukan 
penelitian dan telah memperoleh data kualitatif dari Polres Kabupaten 
Kepulauan Selayar. 
Dari tempat penelitian yang dilakukan dapat memberikan suatu 
gambaran yang nyata berdasarkan fakta dilapangan tentang keadaan 
atau jumlah kasus penyalahgunaan narkotika yang terjadi di Kabupaten 
Kepulauan Selayar. 
Untuk lebih lengkap dan jelas mengenai data kasus penyalahgunaan 
narkotika di Kabupaten Kepulauan selayar selama kurung waktu 4 
(empat) tahun terakhir (terhitung dari Januari tahun 2013 sampai dengan 
Desember tahun 2016) di Kabupaten Kepulauan Selayar, akan dijelaskan 
dalam tabel pembahasan selanjutnya. 
1. Data Polres Kabupaten Kepulauan selayar 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Reserse 
Narkoba Polres Kabupaten Kepulauan Selayar, maka dapat diketahui 
beberapa data kasus penyalahgunaan narkotika yang terhimpun dalam 
rekapitulasi data kasus narkoba Polres Kabupaten Kepulauan Selayar 
dimulai bulan januari tahun 2013 sampai dengan bulan Desember 
tahun 2016. Berikut data rekapitulasi kasus penyalahgunaan narkotika 
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di Kabupaten Kepulauan selayar selama kurung waktu 4 (empat) tahun 
terakhir. 
Tabel 1 
Data Jumlah Tersangka Kasus Narkotika Berdasarkan Jenis 




(%) 2013 2014 2015 2016 
1 PNS 1 - - 1 2.17% 
2 PETANI - - - 1 1.08% 
3 PENGANGGURAN 1 - - 2 3.26% 
4 PELAJAR - - - 1 1.08% 
5 TENAGA HONORER 2 1 2 1 6.52% 
6 SOPIR MOBIL 1 1 2 1 5.43 % 
7 ANGGOTA POLRI 2 - 1 1 4.35 % 
8 TUKAN OJEK - - - 1 1.08 % 
9 WIRASWASTA 12 14 19 20 70.65 % 
10 
IBU RUMAH 
TANGGA 1 - 2 - 3.26 % 
11 BURUH BANGUNAN - - 1 - 1.08 % 
JUMLAH 92 100%  
Sumber Data: Reserse Narkoba Polres Kabupaten Kepulauan Selayar. 
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari segi kuantitas jumlah 
tersangka dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika 
berdasarkan jenis pekerjaan wiraswastalah yang menempati urutan 
tertinggi yaitu sebesar 65 tersangka dengan persentase 70.65% dari 
total 92 tersangka. Hal ini dapat kita lihat dari jumlahnya yang 
meningkat dari tahun 2013 sampai 2016. Dari total 65 tersangka 
sepanjang tahun 2013 sampai tahun 2016 dimana untuk tahun 2013 
terdapat 12 tersangka kemudian di tahun 2014 meningkat menjadi 14 
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tersangka kemudian ditahun 2015 sebanyak 19 tersangka dan 
kemudian di tahun 2016 menjadi 20 tersangka. Menurut M.Asnawi 
selaku Wakil Reserse Narkoba Polres Kabupaten Kepulauan Selayar, 
bahwa, “Sebagian besar wiraswasta yang menjadi tersangka adalah 
korban pergaulan dari ajakan teman yang tidak memiliki pekerjaan dan 
merupakan seorang pengedar yang mana mereka jadikan sebagaia 
mata pencaharian dengan mengedarkan ke komsumen yang telah 
membuat janji dengan bandar mereka”. 
Salah satu faktor lain yang membuat wiraswasta terlibat dalam 
tindak penylelahgunaan narotika dan bahkan menempati urutan 
pertama dari segi kuantutas jumlah pengguna disebabkan karena 
depresi berat terhadap pekerjaan sehingga untuk menghilagkan rasa 
depresi itu digunakanlah obat penenang yang dalam hal ini 
menggunakan salah satu jenis obat-obat terlarang tergolong Narkotika. 
Sedangkan jumlah tersangka untuk tenaga honorer menempati 
urutan kedua sebanyak 6 tersangka dengan persentase 6.52 % dari 
total 92 tersangka semenjak 2013 sampai dengan tahun 2016. Hal ini 
dapat dilihat dari tabel di atas dimana untuk perkembangan jumlah 
tersangkanya mengalami pasang dan surut tiap tahunnya. Dimana 
pada tahun 2013 terdapat 2 tersangka kemudian pada tahun 2014 
menurun menjadi 1 tersangka saja baru kemudian di tahun 2015 
meningkat lagi menjadi 2 orang tersangka kemudian pada tahun 2016 
kembali menurun menjadi 1 orang tersangka. Berdasarkan 
pemeriksaan awal yang dilakukan pihak kepolisian yang menjadi 
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alasan mendasar tenaga honorer menjadi pemakai adalah faktor coba-
coba dan ikut-ikutan dari teman tempat kerjanya sendiri. Yang 
memudahkan mereka menerima ajakan untuk memakai narkoba 
dikarenakan faktor sters sehinggah ketika ditawari obat maka dengan 
mudahya diterima. 
Sedangkan tersangka yang menjadi pengedar dikarenakan faktor 
ekonomi dimana kebutuhan semakin hari semakin meningkat 
sehinggah perlu tunjangan lainnya, karena jika hanya bergantung pada 
gaji honorer tidak akan mampu menutupi semua kebutuhan yang 
diperlukan. 
Kemudian jumlah tersangka sopir mobil menempati urutan ketiga 
dengan jumlah 5 tersangka dari tahun 2013 samapi tahun 2016 dengan 
persentase 5.43 % dari total 92 tersangka. Pada tahun 2013 dan tahun 
2014 dapat dilihat masing-masing ada 1 tersangka kemudian ditahun 
2015 meningkat menjadi 2 tersangka dan selanjutnya pada tahun 2016 
mengalami penurunan menjadi 1 tersangka saja. Yang menjadi 
tersangka disini adalah sopir mobil truk dan sopir mobil pete-pete, bagi 
sopir truk menurut AKP Muhammad Ali selaku kepala Reserse Narkoba 
Polres Kabupaten Kepulauan selayar (Selanjutnya disebut Kasat 
Narkoba Polres Selayar), mengatakan bahwa, “Selaian mengantarkan 
barang dari luar daerah tersangka juga membawa obat-obat 
terlarangdengan menyelipkan pada barang yang dibawanya. Hal ini 
terbukti benar setelah pihak kepolisian berhasil meringkus para pelaku 
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saat melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap semua 
kendaraan di pelabuhan”. 
Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan para tersangka nekat 
mengantarkan obat-obat terlarang karena upah yang di dapatkan 
lumayan banyak sehingga bisa menambah pemasukan. 
Selanjutnya dapat dilihat pada tabel bahwa yang menempati 
urutan keempat dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika 
di Kabupaten Kepulauan Selayar dari segi pekerjaan adalah Anggota 
polri dengan 4 tersangka dari tahun 2013 sampai tahun 2016 dengan 
persentase 4.35 % dari total 92 tersangka. Pada tahun 2013 ada 2 
Anggota Polri yang berhasil diamankan karena terbukti benar telah 
menyalahgunaan narkotika. Pada tahun 2014 tidak ada namun 
kemudian kembali ada pada tahun 2015 dan 2016 dengan masing-
masing 1 tersangka. Dari semua anggota Polri yang berstatus sebagai 
tersangka semuanya adalah pengguna dimana karena ketergantungan 
terhadap obat-obat terlarang. 
Selanjutnya urutan kelima dari segi banyaknya jumlah tersangka 
dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten 
Kepulauan Selayar dari segi pekerjaan adalah pengangguran dan Ibu 
rumah tangga (selanjutnya disingkat URT) yaitu masing-masing 3 
tersangka dengan persentase 3.26 % dari total 92 tersangka. Dari total 
3 tersangka sepanjang tahun 2013 sampai tahun 2016 dimana untuk 
tahun 2013 masing-masing terdapat 1 tersangka kemudian ditahun 
2014 masing-masing tidak ada tersangka. 
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Kemudian tahun 2015 untuk pelaku penyalahgunaan narkotika 
dari segi pekerjaan URT mengalami peningkatan menjadi 2 tersangka 
dan pada tahun 2016 menurun menjadi tidak ada tersangka. Menurut 
keterangan M. Asnawi bahwa, “Faktor yang menyebabkan URT nekat 
mengedarkan obat-obat terlarang karena suaminya tidak mempunyai 
pekerjaan tetap sehinggah mudah digoda untuk mengedarkan sebagai 
tambahan biaya hidup”. Selanjutnya untuk pengangguran pada tahun 
2014 dan 2015 berturut-turut tidak ada tersangka kemudian pada tahun 
2016 mengalami peningkatan menjadi 2 tersangka . 
Selanjutnya urutan keenam dari segi banyaknya dalam kasus 
tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Kepulauan 
Selayar dari segi pekerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya 
disingkat PNS) dengan 2 tersangka dengan persentase 2.17 % dari 
total 92 tersangka. Dapat dilihat bahwa untuk PNS hanya ada 
tersangka di tahun 2013 dan 2016 masing-masing 1 tersangka. 
Dari keterangan M.Asnawi untuk PNS hanya sebagai pengedar 
tidak ada penggunna yang ditemukan dari tahun 2013 sampai tahun 
2016 dimana faktor yang majadi alasan mengedarkan obat-obat 
terlarang karena himpitan ekonomi dan faktor depresi dimana gaji yang 
diterima tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup yang semakin 
meningkat. 
Selanjutnya yang menempati urutan terendah dari segi kuantitas 
jumlah tersangka dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika 
di Kabupaten Kepulauan Selayar dari segi pekerjaan yaitu Petani, 
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Pelajar, Tukan Ojek dan Buruh Bangunan dengan masing-masing 1 
tersangka dari tahun 2013 sampai 2016 dengan persentase 1.08 % dari 
total 92 tersangka. 
Berdasarkan keteranga M. Asnawi untuk pelajar yang ditangkap 
berumur 18 tahun selain menjadi tersangka penyalahgunaan narkotika 
dengan menggunakan tabung hisap tersangka juga melakukan tindak 
pidana pencurian sepeda motor di Kota Benteng Selayar yang 
kemudian dijual murah ke kampumg pedalam. Dari keterangan 
tersangka yang didapat dari hasil jual motor digunakan untuk membeli 
obat-obat terlarang dari berbagai jenis obat. 
Berdasarkan data di atas dapat kita simpulkan bahwa tindak 
pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh pelajar di 
Kabupaten Kepulauan Selayar masih tergolong rendah dapat dilihat 
dalam kurun waktu tahun 2013 sampai tahun 2016 hanya ada 1 
tersangka namun walaupun demikian tetap harus menjadi perhatian 
seluruh pihak karena tidak menutup kemungkinan akan meningkat 
jumlahnya jika dibiarkan begitu saja. 
Menurut keterangan Kasat Narkoba Polres Selayar bahwa 
“sebenarnya banyak pelajar yang terlibat kasus penyalahgunaan 
narkotika namun tidak ditahan karena masi dibawa umur 18 tahun”. 
Kemudian beliau kembali menambahkan, “Mengenai pelajar yang 
berhasil kami tangkap, kami tidak tahan melainkan memberikan 
pembinaan khusus dan kami kembalikan kepada orang tuanya dengan 
jaminan orang tua sanggup mendidik anaknya dan mengawasi setiap 
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kegiatannya namun apabila dikemudian hari kami dapati ternyata anak 
itu melakukan hal serupa lagi baru anak itu berada dalam pengawasan 
kami jika masi tergolong anak berusia 18 tahun kebawa”. 
Mengenai obat yang digunkan oleh pelajar Kasat Narkoba Polres 
Selayar kembali memberikan keterangannya, “Untuk pelajar 
kebanyakan menggunakan obat yang disebut Tramadol yang mana ini 
juga masuk dalam jenis obat berbahaya yang mana obat ini juga dapat 
menghilangkan kesadaran pengguna sehinggah terkadang pelajar yang 
menggunakannya melakukan hal-hal yang meresahkan masyarakat”. 
Dalam kasus penyalahgunaan narkotika dikalangan pelajar dari 
tahun 2013 sampai 2016 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan 
(selanjutnya disingkat BAP) disebabkan oleh adanya beberapa faktor 
yaitu: 
1) Faktor rasa ingin tahu yang kuat dari diri pelajar itu sendiri 
mengenai hal-hal yang dianggap baginya adalah hal yang baru 
kemudian di dorong oleh keinginan untuk mencoba dari teman 
sebanyanya. 
2) Terjadinya kasus penyalahgunaan narkotika oleh pelajar di 
Kabupaten Kepulauan Selayar dari tahun 2013 sampai tahun 
2016 disebabkan karena faktor lingkungan tempat pelajar tersebut 
berinteraksi dan bersosialisasi yang memungkinkan pelajar 
tersebut untuk terjerumus menyalahgunakan narkotika. 
3) Selanjutnya kebanyakan karena ingin coba-coba hal yang baru 
dan faktor ajakan dari teman. 
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Sedangkan untuk Petani, Tukan Ojek dan Buruh Bangunan 
semuanya adalah pengedar dalam hal ini yang menjadi faktor utama 
adalah karena faktor ekonomi yang semakin melemah sehingga 
dengan pekerjaan sebagai pengedar dapat memberikan tambahan 
biaya hidup sehari-hari. 
 
B. Faktor Penyebab Penyebab Tindak Pidana Penyalahgunaan 
Narkotika di Kabupaten Kepulauan Selayar 
Tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang terjadi di kalangan 
masyarakat tentunya sangat meresahkan dan menggangu ketertiban 
kehidupan sehari-hari. Berbagai macam kasus telah ditangani dan 
beragam pula alasan yang menjadi penyebab terjadinya berbagai bentuk 
tindak penyalahgunaan narkotika yang telah ditangani. Begitupun hal 
yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Selayar beragam jenis pekerjaan 
dan alasan tersangka yang tentunya perlu diperhatikan pihak Pemerintah 
pusat ataupun tentunya Pemerintahan Daerah.  
Berdasarkan penelitian, baik itu dari pemeriksaan data dan 
wawancara yang dilakukan, maka penulis menemukan beberapa faktor 
utama yang mempengaruhi penyalahgunaan narkotika di Kabupaten 
Kepulauan selayar. Adapun penjelelasan beberapa faktor yang menjadi 
alasan tersangka melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika 
berdasarkan penjelasan diatas sebagai berikut; 
1. Faktor Pribadi  
Ada beberapa faktor pribadi yang bisa menyebabkan seseorang 
terlibat penyalahgunaan narkoba, dan berikut faktor pribadi itu sendiri: 
47 
 
a. Mental yang lemah, ini menyebabkan seseorang mudah goyah 
dan mudah terpengaruh ajakan keburukan. Mental yang lemah 
ini bisa berbentuk seperti selalu merasa sendiri dan terasingkan, 
tidak memiliki tanggung jawab, kurang mampu bergaul dengan 
baik, dan lain-lain. 
b. Strees dan depresi, untuk kejenuhan hati, seseorang 
melakukan segala macam cara melalui jalan pintas, bahkan 
terkadang cara itu tidak menjadi solusi tetapi malah 
memperparah keadaan. 
c. Ingin tahu dan coba-coba, ini juga salah satunya, remaja iseng-
iseng untuk mencoba dan akhirnya kecanduan. 
d. Mencari sensasi dan tantangan, ada juga seseorang yang ingin 
mencari sensasi dan tantangan dengan menjadi pengedar. 
 
2. Faktor Depresi 
Lingkungan keluarga merupakan salah satu kelompok sosial 
pertama yang memiliki peran yang sangat penting dalam 
mempengaruhi kehidupan sosial seseorang atau anggota keluarga 
lainnya. Dalam keluarga norma-norma dan nilai-nilai yang diberikan 
dan ditanamkan kepada setiap anggota keluarga menentukan sikap 
dan perilaku seseorang anggota keluarga dalam berinteraksi dan 
bersosialisasi kepada lingkungan masyarakat. 
Kondisi keluarga yang dimaksud disini adalah kondisi dimana 
didalam keluarga terjadi ketidak harmonisan dalam hubungan atau 
interaksi yang terjadi sebagaimana pengakuan salah satu mantan 
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tersangka tindak penyalahgunaan narkotika bernama Indra berusia 18 
(delapan belas) tahun yang telah menggunakan narkotika selama 3 
(tiga) tahun karena munculnya situasi yang tidak diinginkan dimana 
pada saat itu ayahnya sedang sakit sehingga menyebabkan timbulnya 
perasaan sedih dan depresi. Oleh Karen itu Indra menggunakan 
narkotika untuk mendapatkan ketenangan dalam dirinya. Dengan 
demikian, masalah yang terjadi di lingkungan keluarga memiliki 
pengaruh dan peran yang sangat besar dalam membentuk sikap dan 
perilkau seorang untuk menggunakan narkotika sebagai bentuk 
pelarian terhadap masalah yang dihadapi di lingkungan keluarga atau 
menjauhi narkotika. 
 
3. Faktor Coba-Coba 
Seseorang dalam perkembangan tumbuh kembangnya 
tentunya memiliki tahap transisi menuju pendewasaan dan 
pembentukan karakter yang ideal dalam masyarakat sosial, dimana 
pada tahapan ini merupakan masa yang sangat rentan terhadap 
pengaruh lingkungan luar seperti penyalahgunaan narkotika. 
Seseorang yang berada pada tahap pendewasaan cenderung selalu 
mengedepankan rasa penasaran dan ingin tahu akan sesuatu yang 
baru untuk mencoba tanpa berpikir mengenai baik buruknya bagi diri 
sendiri maupun keluarga dan lingkungan sosialnya.  
Contoh kasus ini yaitu mantan pengguna seseorang yang 
berstatus pelajar bernama Aji Alamsyah (16 Tahun) yang sudah 7 
(tujuh) bulan menggunakan narkotika karena merasa penasaran hanya 
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ingin tahu dengan rasanya sehingga timbul keinginan untuk mencoba 
narkotika tersebut. Setelah memkai narkotika tersebut ada efek yang 
ditimbulkan seperti badan merasa lebih segar dari biasanya, tahan 
untuk tidak tidur dalam 2-3 hari walaupun timbul juga perasaan was-
was dalam dirinya. 
 
4. Faktor Lingkungan Pergaulan/Teman 
Lingkungan yang buruk turut mempengaruhi lingkungan lainnya. 
Seperti yang dialami oleh seorang pegawai honorer bernama Rahmat 
berumur 25 (dua puluh lima) tahun yang menggunakan narkotika jenis 
ganja karena adanya bujukan dari teman kantornya sehingga lama-
lama ia menjadi ketagihan. 
Dengan demikian, faktor lingkungan pergaulan ini sangat besar 
pengaruhnya dalam mendorong seseorang untuk melakukan suatu 
perbuatan serta tindakan yang dapat menjerumuskan kepada 
tindakan-tindakan yang melawan hukum seperti penyalahgunaan 
narkotika. Sebab dengan semakin luasnya pergaulan maka semakin 
besar godaan untuk melakukan atau mencoba hal-hal yang baru 
walaupun itu bersifat negatif dan dilarang baik menurut agama 
maupun menurut pandangan nilai-nilai dan norma-norma yang diyakini 
oleh masyarakat sosial secara umum. Menurut keterangan Kasat 
Narkoba Resort Kepulauan Selayar dalam beberapa kasus yang 
beliau tangani mengatakan bahwa faktor-faktor penyebab seorang 
terlibat atau masuk dalam kasus penyalahgunaan narkotika adalah 
karena adanya rasa ingin tahu dan perasaan ingin coba-coba yang 
50 
 
timbul pada dirinya apalagi ditambah adanya Bujukan dari teman 
pergaulan merupakan salah satu faktor seorang untuk terpengaruh 
dan terjerumus dalam menggunakan narkotika karena menurut 
pengalaman bujukan yang paling cepat untuk mereka terima adalah 
bujukan dari teman dekatnya/kelompok yang terkadang satu kantor 
atau organisasi. Kelompok atau organisasi pengeder narkoba juga 
menjadi faktor penyebab, di mana mereka akan mencari target untuk 
mengedarkan narkoba, bahkan membujuk seseorang untuk 
menggunakan narkoba. Jika sudah kecanduan, maka mau tidak mau 
orang itu akan mengkonsumsi narkoba. 
 Karena itu dibutuhkan perhatian dan pengawasan lebih dari 
pihak yang berwenang dan pemerintah setempat untuk dapat 
memperhatikan sehingga narkotika tidak dengan leluasanya masuk 
dan merusak generasi muda penerus bangsa di daerah. 
 
5. Faktor Ekonomi 
Faktor ekonomi ini merupakan yang paling tinggi tingkat 
pengaruhnya terhadap tindak pidana penyalahgunan narkotika baik itu 
yang mempunyai uang banyak yang dengan mudahnya membeli 
narkotika dan tentunya bagi yang kehidupan ekonominya merosot 
akan menajadikanya sebagia penghasilan atau tambahan untuk dapat 
melansungkan kehidupan di masa yang penuh perkembangan ini. 
Kemiskinan dan kesusahan masalah finansial, belum lagi dililit 
utang atau sebagainya, ini akan menjadi faktor yang bisa 
menyebabkan seseorang mengedarkan narkoba atau tindakan 
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kriminal lainnya. Orang-orang yang menempati posisi seperti ini akan 
sangat mudah gelap mata, memaksanya untuk melakukan tindakan di 
luar batas moral bersosial, terutama dalam hal ini adalah 
mengedarkan narkoba. 
“Salah satu penyebab masalah ini kan memang permasalahan 
ekonomi, apalagi bisnis narkoba ini memang sangat menggiurkan,” 
menurut Kasat Narkoba Resort Kepulauan Selayar.  
Kondisi ekonomi, lanjut Kasat Narkoba Resort Kepulauan 
Selayar, sangat mempengaruhi masyarakat untuk melakukan 
tindakan-tindakan yang melanggar aturan hukum dengan alasan 
karena tuntutan kebutuhan hidup. 
Akan tetapi, Kasat Narkoba Resort Kepulauan Selayar juga 
mengatakan, selain faktor kondisi ekonomi, ada faktor lain yang juga 
memicu tingginya angka kasus narkoba di negeri ini.  
“Selain faktor ekonomi, faktor lingkungan dan faktor kebiasaan 
juga sangat mempengaruhi. Apalagi kalau dia sudah kecanduan, 
apapun akan dia lakukan untuk bisa mendapatkan narkoba,” 
paparnya. Sementara itu, beliau tidak menampik fakta bahwa faktor 
ekonomi ada salah faktor mendasar yang mempengaruhi maju atau 
mundurnya sebuah daerah. “Kondisi ekonomi ini memang menjadi 
salah satu faktor yang mendasar dan sangat berpengaruh,” kata Kasat 






6. Faktor Ketersediaan Narkoba 
Berdasarkan dari penjelasan sebelumnya mengenai tindak 
penyalahgunaan narkotika maka dapat di simpulkan bahwa narkoba 
itu sendiri menjadi faktor pendorong bagi seseorang untuk memakai 
narkoba karena: 
a. Narkoba semakin mudah didapat dan dibeli. 
b. Modus Operandi Tindak pidana narkoba makin sulit diungkap 
aparat hukum. 
c. Bisnis narkoba menjanjikan keuntugan yang besar apalagi 
masyarakat yang mempunyai kehidupan Ekonomi sulit. 
d. Perdagangan narkoba dikendalikan oleh sindikat yagn kuat dan 
professional. 
 
C. Upaya yang Dilakukan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana 
Penyalahgunaan Narkotika Oleh Aparat Hukum di Kabupaten 
Kepulauan Selayar 
Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten 
Kepulauan Selayar harus dilakukan secara massif dan dinamis antara 
unsur-unsur aparat penegak hukum dan masyarakat itu sendiri. Selain itu 
upaya pembimbingan yang dilakukan oleh orang tua yang terus menerus 
dan berkesinambungan perlu dilakukan untuk mengubah sikap, perilaku, 
serta cara berpikir untuk menghindari bentuk kejahatan penyalahgunaan 
narkotika. Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika tersebut 
dimaksudkan untuk menciptakan kesadaran untuk waspada dan 
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mengantisipasi terhadap segala bentuk bahaya-bahaya yang dapat 
ditimbulkan untuk menyalahgunakan narkotika. Pelaku diharapkan dapat 
menentukan rencana masa depannya dengan hidup sehat, produktif, 
kreatis dan bermanfaat bagi diri pribadi dan lingkungannya. Adapun 
upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan dalam penyalahgunaan 
narkotika antara lain: 
1. Upaya Pre-Emtif 
Upaya di sini adalah upaya-upaya awal untuk mencegah 
terjadinya penyalahguna narkotika terhadap pengaruh buruk 
lingkungan sekitar. Usaha-usaha yang dilakukan dalam 
penanggulangan agar tidak terjerumus untuk menyalahgunakan 
narkotika yaitu: 
a. Meningkatkan keimanan diri seseorang terhadap Tuhan Yang 
Maha Esa. Kekuatan iman merupakan benteng utama yang dapat 
mencegah seseorang untuk tidak terpengaruh dan terjerumus 
dalam menyalahgunakan narkotika. 
b. Memberikan informasi yang benar dan intensif kepada 
masyarakat luas mengenai dampak bahaya menggunakan 
narkotika seperti mengadakan seminar dengan mengangkat tema 
bahaya menggunakan narkotika. 
c. Harus adanya peran aktif semua pihak dalam mencegah 
narkotika masuk di lingkungan sekolah, lingkungan tempat kerja, 





2. Upaya Preventif 
Penanggulangan ini bertujuan untuk menghindari diri dari 
pengaruh buruk lingkungan. Sasaran dari penanggulanagn ini adalah 
semua orang tanpa terkecuali yang belum pernah mencoba narkotika. 
Menurut kasat narkoba Resort Kepulauan Selayar ada beberapa hal 
yang dapat dilakukan agar terhindar dari narkotika yaitu: 
a. Memilih lingkungan sosial/pergaulan yang sehat 
b. Menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga 
c. Sebisa mungkin menghindari kebiasaan merokok bagi yang masi 
berstatus pelajar. 
Selanjutnya beliau kembali menerangkan sedangkan upaya 
yang ditempuh baik orang tua, aparat penegak hukum maupun 
pemerintah agar seseorang tidak terjerumus dalam tindak pidana 
penyalahgunaan narkotika yaitu: 
a. Melakukan pengawasan dan bimbingan secara komunikatif yang 
dilakukan oleh orang tua dan guru terhadap pelajar yaitu dengan 
selalu melihat perkembangan perilaku setiap pelajar baik yang 
dilakukan oleh orang tua ketika dirumah dan di masyarakat 
maupun oleh guru ketika berada di sekolah serta menjadi 
mediator yang baik bagi pelajar dalam menyampaikan berbagai 
persoalan yang dihadapinya. 
b. Komunikasi dalam bentuk media cetak dan elektronik yang 
dilakukan oleh aparat penegak hukum baik yang bergerak 
dibidang pencegahan maupun pemberantasan serta pemerintah 
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dalam menyebarkan informasi kepada masyakat luas tentang 
akan bahayanya menggunakan narkotika bagi dirinya maupun 
lingkungan sekitarnya. 
c. Meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia sebagai 
salah satu bentuk upaya menekan angka kejahatan 
penyalahgunaan narkotika yang dimulai dari perbaiakn 
perekonomian di Desa kareana sebagian besar tersangka 
dilakukan terjebak dalam penyalahgunaan narkotika karena faktor 
ekonomi. 
d. Mengadakan penyuluhan dan sosialisasi UU Nomor 5 tahun 1997 
tentang psikotropika dan UU Nomor 35 tahun 2009 tentang 
narkotika pada lapisan masyarakat guna meningkatkan 
kesadaran hukum serta partisipasi masyarakat dalam hal 
menanggulangi akan bahaya narkotika yang bisa merusak semua 
kalangan. 
 
3. Upaya Represif 
Penanggulangan ini bertujuan untuk memberikan efek jera 
kepada semua orang agar tidak menggunakan narkotika yang lebih 
parah lagi. Sasaran penanggulangan ini adalah semua kalangan yang 
sudah mencoba menggunakan narkotika agar berhenti dan tidak lagi 
terjerumus dalam perbuatan penyalahgunaan narkotika. 
Berkenaan dengan itu Kasat Narkoba Resort Kepulauan 
Selayar mengatakan bahwa, “Kami melakukan penindakan lansung 
dalam hal penanganan terhadap pelaku yang terbukti benar terlibat 
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dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika”. Selanjutnya beliau 
kembali menambahkan bahwa, “Dalam hal penindakan kami dari pihak 
Resarba tidak memandang siapa pelakunya, entah itu anak pejabak, 
pejabak dan bahkan itu pejabak pemerintahan daerah (Kepala Desa, 
Kepala Camat, Dan Bupati) serta jika ada dari pihak kepolisian sendiri 
yang terbukti melakukan penyalahgunaan narkotika yang jelas anda 























A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 
maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut: 
1. Faktor penyebab penyalahgunaan narkotika dapat dilihat dari segi 
pengguna dan Bandar/pengedar narkotika. Faktor penyebab 
penyalahgunaan narkotika dari segi Bandar/pegedar narkotika 
yang paling utama terkait dengan teori anomie dan strain theory 
yaitu motivasi ekonomi, sedangkan penyebab penyalahgunaan 
narkotika bagi pengguna adalah faktor kepribadian yang lemah dan 
rasa ingin tahu yang berhubungan dengan teori psikoanalisa, faktor 
lingkungan yang meliputi lingkungan keluarga, lingkungan 
pergaulan dan lingkungan masyarakat yang berhubungan dengan 
theory anomie dan social learning theory, faktor ekonomi dan faktor 
pendidikan yang berhubungan dengan strain theory. 
2. Upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika yang 
dilakukan oleh satuan Narkoba Polres Kabupaten Kepulauan 
Selayar dibagi dalam tiga bagian, yakni pre-emtif adalah upaya 
pencegahan yang dilakukan secara dini yaitu dengan melakukan 
sosialisasi peraturan perundang-undangan narkotika. Upaya 
Preventif, merupakan upaya yang sifatnya strategis dan merupakan 
rencana aksi jangka menengah dan jangka panjang, namun harus 
dipandang sebagai tindakan yang mendesak untuk segera 
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dilaksanakan yaitu dengan melakukan kerjasama dengan instansi 
terkait seperti LSM, Instansi pemerintah, melakukan kerjasama 
dengan masyarakat, memasang reklame tentang bahaya narkoba. 
Upaya represif, terkait penanggulangan penyalahgunaan narkotika 
dapat dilakukan dengan menyerahkan kasus tindak pidana 
penyalahgunaan narkotika yang terjadi kepada pihak penegak 
hukum. Tahapannya yaitu antara lain penyelidikan, penyidikan, 
penuntutan sampai dilaksanakannya pidana. 
  
B. Saran  
Adapun saran yang dapat penulis sampaikan sehubungan dengan 
permasalahan dalam skripsi ini adalah: 
1. Perlunya dukungan serta peran aktif dari seluruh lapisan 
masyarakat Kabupaten Kabupaten Kepulauan Selayar untuk 
mendukung penuh pelaksanaan upaya penanggulangan yang 
dilakukan oleh pihak kepolisian di Kabupaten Kabupaten 
Kepulauan Selayar agar peredaran dan penyalahgunaan narkotika 
dapat segera diatasi. 
2. Selain upaya represif, aparat kepolisian juga harus lebih 
mengintensifkan upaya tindakan preventif agar dapat menekan 
jumlah kejahatan khususnya kejahatan narkotika di Kabupaten 
Kabupaten Kepulauan Selayar. 
3. Perlunya pembentukan kader-kader anti obat-obat terlarang dan 
organisasi kepemudaan di desa-desa dibawah lembaga kepolisian 
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agar kinerja aparat kepolisian dalam hal pemberantasan tindak 
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